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KEABSAHAN AKTA HIBAH HAK ATAS TANAH KEPADA SALAH

SEORANG CALON AHLI WARIS TANPA PERSETUJUAN DARI CALON

AHLI WARIS LAINNYA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA POLEWALI NOMOR
119/Pdt.G/2018/PA/PwI)

ABSTRAK

Hak atas tanah merupakan objek yang sering dijadikan masyarakat dalam perjanjian
hibah, dimana hibah hak atas tanah harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat
oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebelum dilaksanakannya hibah, pemberi
hibah harus memperhatikan unsur keadilan dan keterbukaan terhadap anak-anak,
maka dari itu penghibahan untuk orang islam selain tunduk pada pengaturan
kompilasi hukum islam (KHI) juga harus tunduk pada aturan yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para ahli hukum islam.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan
hukum keabsahan akta hibah hak atas tanah kepada salah seorang calon ahli waris
tanpa persetujuan dari calon ahli waris lainnya berdasarkan kompilasi hukum islam,
pertimbangan hukum majelis hakim untuk mengadili sengketa akta hibah hak atas
tanah kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dari calon ahli waris
lainnya dalam putusan pengadilan agama polewali nomor 119/Pdt.G/2018/PA/PwI
sehingga membatalkan akta hibah yang diberikan oleh pemberi hibah selaku orang
tua kepada penerima hibah yaitu salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan
calon ahli waris lainnya, dan peran pejabat pembuat akta tanah dalam mencegah
sengketa peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang harus ada persetujuan
calon ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Yuridis Normatif adalah cara yang dipergunakan dengan meneliti bahan pustaka yang
ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan: pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus. Berdasarkan hasil
penelitian ini, pengaturan hibah pada kompilasi hukum islam membatasi hibah hanya
boleh 1/3 dari harta yang dimiliki serta pemberian hibah yang berlebihan dari orang
tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai harta waris. Meskipun akta PPAT
memiliki pembuktian yang sempurna akta hibah hak atas tanah PPAT dapat
dibatalkan demi hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan, melalui putusan
pengadilan, pertimabangan hukum hakim dalam putusan pengadilan agama polewali
nomor 119/Pdt.G/2018/PA/Pwl membatalkan akta hibah karena harta yang
dihibahkan adalah satu-satunya harta warisan dan melebihi 1/3 yang tidak sesuai
dengan ketentuan penghibahan dalam kompilasi hukum islam dan aturan yang
terdapat pada Al-Qur’an yang mengajarkan berbuat adil dalam pemberian terhadap
anak-anak yang bertujuan untuk hibah tersebut membawa pada pahala bukan dosa
yang akan muncul. Peran PPAT dalam memberikan akta hibah harus meminta syarat
tambahan yaitu dengan persetujuan calon ahli waris, ini bertujuan untuk menghindari
sengketa antara keluarga karena pewarisan.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Hibah, PPAT, Pewarisan



ABSTRACT

Land rights is an object which common to be used as a grant agreement by public,
where the land right grant must be done with authentic deed created by land titles
registrar. Before grant is started, the grant giver must pay attention into the fairness
and openness point toward the heirs. Therefore based on Islamic jurist, muslim grant
must be aligned with the islamic law compilation (KHI), Al Qur’an guidance, and the
direction from Islamic prophet Muhammad SAW. The aim for this research is to
analyze and describe the rule of grant deed validity of a land right to one of
prospective heirs without an endorsement from other heirs based on islamic law
compilation with referring decision of Polewali religious court no
119/Pdt.G/2018/PA/PwI which cancel the grant deed given from a parents as the
grant giver into the grant receiver as the prospective heirs without an endorsement
from other heirs, and land titles registrar role in preventive dispute on the land rights
transfer process without any agreement from other prospective heirs. The
methodology used in this research to observe bibliograph availability is based on
juridical normative research while the research approach are reffering to legistation,
conceptual, analysis, and study case approach. As the research result, the grant in
Islamic law compilation is limit the grant giving into 1/3 from the possessions while
the grant giving which exaggerate could be calculated as inheritance. Despite of
PPAT deed have a complet proof for the grant deed, the land right could be cancelled
through of court decision if any related parties raise their objection. Referring the
study case of Polewali religious court no 119/Pdt.G/2018/PA/PwI, the court is
cancelling the grant deed because the grant asset is the only inheritance left, and the
value are more than 1/3 total asset which not aligned with Islamic law compilation
and guidance stated in Al Qur’an that taught about the fairness in assest distribution
to the heirs since the purpose of the grant giving is to create a merit and not to create
any sin. The PPAT Role in giving the grant deed must be attach additional
requirement such as agreement letter from other heirs to avoid any family dissension
because of inheritance.

Keywords : Land Rights, Grant, Inheritance



ABSTRAK

Hak atas tanah merupakan objek yang sering dijadikan masyarakat dalam perjanjian
hibah, dimana hibah hak atas tanah harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat
oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sebelum dilaksanakannya hibah, pemberi
hibah harus memperhatikan unsur keadilan dan keterbukaan terhadap anak-anak,
maka dari itu penghibahan untuk orang islam selain tunduk pada pengaturan
kompilasi hukum islam (KHI) juga harus tunduk pada aturan yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para ahli hukum islam.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan
hukum keabsahan akta hibah hak atas tanah kepada salah seorang calon ahli waris
tanpa persetujuan dari calon ahli waris lainnya berdasarkan kompilasi hukum islam,
pertimbangan hukum majelis hakim untuk mengadili sengketa akta hibah hak atas
tanah kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dari calon ahli waris
lainnya dalam putusan pengadilan agama polewali nomor 119/Pdt.G/2018/PA/PwI
sehingga membatalkan akta hibah yang diberikan oleh pemberi hibah selaku orang
tua kepada penerima hibah yaitu salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan
calon ahli waris lainnya, dan peran pejabat pembuat akta tanah dalam mencegah
sengketa peralihan hak atas tanah berdasarkan akta st hibah yang harus ada
persetujuan calon ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian Yuridis Normatif adalah cara yang dipergunakan dengan meneliti bahan
pustaka yang ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan: pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus.
Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaturan hibah pada kompilasi hukum islam
membatasi hibah hanya boleh 1/3 dari harta yang dimiliki serta pemberian hibah yang
berlebihan dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai harta waris.
Meskipun akta PPAT memiliki pembuktian yang sempurna akta hibah hak atas tanah
PPAT dapat dibatalkan demi hukum apabila ada pihak yang merasa dirugikan,
melalui putusan pengadilan, pertimabangan hukum hakim dalam putusan pengadilan
agama polewali nomor 119/Pdt.G/2018/PA/Pwl membatalkan akta hibah karena harta
yang dihibahkan adalah satu-satunya harta warisan dan melebihi 1/3 yang tidak sesuai
dengan ketentuan penghibahan dalam kompilasi hukum islam dan aturan yang
terdapat pada Al-Qur’an yang mengajarkan berbuat adil dalam pemberian terhadap
anak-anak yang bertujuan untuk hibah tersebut membawa pada pahala bukan dosa
yang akan muncul. Peran PPAT dalam memberikan akta hibah harus meminta syarat
tambahan yaitu dengan persetujuan calon ahli waris, ini bertujuan untuk menghindari
sengketa antara keluarga karena pewarisan.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Hibah, Pewarisan
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat akan kebutuhan sandang, pangan dan
papan adalah kebutuhan pokok, pada prinsipnya kebutuhan papan
adalah kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditinggalkan dalam
kehidupan, oleh karenanya banyak masyarakat juga berusaha untuk
memiliki tanah dan bangunan lebih dari satu untuk memberi kepada
keturunannya ataupun investasi, mengingat tanah memiliki nilai
ekonomis dan merupakan kebutuhan primer untuk menunjang

kehidupan masyarakat.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 ditentukan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai realisasi dari Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, pada tanggal 24 September 1960
dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Salah satu tujuan
diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah

meletakkan dasar-dasar penyusun Hukum Agraria Nasional yang



merupakan alat untuk membawakan kebahagian, kemakmuran dan

keadilan bagi negara dan rakyat.'

Secara Yuridis pengertian dan Penggunaan tanah diatur dalam
ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
pasal 2 ditentukan adanya bermacam-macam hak atas permukaan
bumi, yang disebut tanah, yang dapat dipunyai kepada dan
diberikan oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain
yang lebih tinggi.

3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.?

Tanah dan manusia yang menghuni dan beraktivitas diatasnya
memiliki ikatan emosional yang kuat,® dan sangat penting peranannya
tanah juga adalah tempat bermukim bagi umat manusia disamping
sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah
melalui usaha tani. Tanah dapat dinilai pula sebagai suatu harta yang

mempunyai sifat permanent karena memberikan suatu kemantapan

!Abu Rohman, Paradigma Resolusi Konflik Agraria (Semarang: Walisongopres,
2008), hlm. 57.

“Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 551.

SHadi Arnowo Waskito, Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang (Jakarta: Kencana,
2017), hlm. 6.



untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang, dan pada
akhirnya tanah jugalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir
bagi seorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, tanah
mempunyai peranan penting dalam kehidupan ini.*

Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka tanah bagi
kehidupan manusia tidak hanya mempunyai nilai ekonomis
sebagaimana anggapan sementara pihak akan tetapi juga
mengandung aspek sosial, politik kulturil, psychologis dan Hamkamnas
sehingga oleh karenanya dalam rangka pemecahan aneka
permasalahan yang berkenaan dengan soal-soal pertanahan dewasa
ini bukan saja harus mengindahkan prinsip-prinsip hukum semata
akan tetapi juga harus memperhatikan azas kesejahteraan (Property),
azas ketertiban dan keamanan (security) dan azas kemanusiaan
(Humanity) agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang
menjadi keresahan yang mengganggu stabilitas masyarakat.®

Namun seyogyanya ini, dengan semakin pesatnya pertumbuhan
penduduk, terbatasnya persediaan tanah disertai tingginya harga
tanah menyebabkan kebutuhan ini semakin tidak terjangkau bagi
sebagian besar lapisan masyarakat oleh karenanya masyarakat
Indonesia seringkali melakukan pembagian harta lebih dulu dengan

cara peralihan hak atas tanahnya melalui hibah kepada keturunannya.

*Abdurrahman, Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria (Bandung: Alumni, 1980),
him. 1.
SAbdurrahman, hlm. 2.



Hak atas tanah ialah hak yang diberikan Negara untuk masyarakat
sebagai bukti kepemilikan tanahnya dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA
ditentukan bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan. Hak Milik
beralih artinya Hak Milik berpindah dari seseorang kepada orang lain
karena peristiwa hukum seperti pemegang Hak Milik meninggal
dunia. Hak Milik dialihkan artinya Hak Milik berpindah dari seseorang
kepada orang lain karena perbuatan hukum, yaitu antara lain melalui
hibah.®

Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas satuan rumah susun
melalui hibah dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian pendaftaran tanah disebutkan dalam pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yaitu serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengelolaan, pembukuan
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya serta hak-hak tertentu yang

®Melita Ma’'dika Ambarura, ‘Pelaksanaan Peralihan Dan Pendaftaran Peralihan
Hak Milik Atas Tanah (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Petanahan Di
Kabupaten Toraja Utara’, Jurnal Hukum Univeristas Atmajaya, Serviens i (2015), hlm.1.



membebaninya.”Bawasannya perwujudan dari Pendaftran Tanah
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan
pada akhir proses pendaftaran berupa sertifikat tanah yang terdiri dari
buku tanah dan surat ukur.®

Kepala Kantor Pertanahan dibantu Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam melaksanakan pendaftaran dan peralihan hak ini
merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan
peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini
masih berlaku. Dalam Peraturan tersebut diatur prosedur pelaksanaan
pendaftaran peralihan hak atas tanah yang harus dilakukan oleh pihak-
pihak yang bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran.’

Dalam Pasal 96 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

7Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Presfektif Regulasi, Wewenang, Dan
Sifat Akta) (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 7.

8Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah (Presfektif Regulasi, Wewenang, Dan Sifat
Akta), hlm. 5.

9]olanda Marhel and others, ‘Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah’,
Dinamika Hukum, 1.3 (2017), 249-56 <https://doi.org/p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-
4716>.



tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hibah tanah yang
telah bersertifikat juga dalam hal ini dipergunakan di dalam
pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).!°
Pengertian Pendaftaran Tanah pertama kali adalah kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah
yang belum didaftar di Kantor/Badan Pertanahan bawasannya
Peralihan Hak Atas Tanah dalam hal ini di dahului dengan akta Notaris
sebagai alas hak yang pembuktiannya bersifat historis artinya
pembuktian ini mencoba menerangkan cerita awal kedudukan tanah
dan bangunan tersebut sampai saat ini, menetapkan peristiwa apa
yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai
suatu kebenaran.'! Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris
Nomor 2 Tahun 2014:
Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua
perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan kedalam akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang
pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat lain atau orang-orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.'?

%Mustofa, Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT (Edisi Revisi) (Sleman Yogyakarta:
Karya Media, 2014), hlm. 2.

"' Asri Dimitri Lestari, ‘Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris
Dalam Pembuktian Perkara Perdata’, Jurnal Hukum, 29 (2014),hlm. 215.

“Tambahan Lembaran Negara, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Indonesia, 2014).



Lain halnya dengan Pemeliharaan/Perubahan Data Fisik dan data
Yuridis yaituPerubahan mengenai keterangan status hukum bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan
hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.'®

Untuk perubahan data fisik dan data yuridis pada Seritifikat Tanah
harus didahului dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 24
tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
yaitu:

Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Dapat disimpulkan bahwa akta-akta yang diperbuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah akta autentik oleh karena itu dalam
membuat akta harus mendasarkan pada syarat-syarat yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan agar memenuhi
syarat sebagi akta autentik.

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

berbunyi: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

¥Hukum Online, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (Indonesia: Lembaran Negara, 1997).



pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta
dibuatnya”.'*

Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong
baik ke sesama muslim ataupun non muslim, salah satu bentuk tolong
menolong dalam Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela
dan tanpa mengharap imbalan dari seseorang yang disebut dengan
hibah. Hibah dalam hukum Islam bertujuan untuk mempererat
silaturahmi diantara manusia dan kedekatan kepada Tuhan karena sifat
hibah berkaitan erat juga dengan hubungan kepada Allah sebagai
bukti kecintaan sesama makhluk ciptaannya.'® Didalam syariat islam
hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik
seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya
imbalan.'®

Pengaturan Hibah di Indonesia diatur dalam beberapa sistem
hukum, yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam
Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam didasarkan Al-Qur’an dan
hadist-hadis serta pendapat ijma’ ulama yang dijadikan dasar

hukum dalam menangani masalah-masalah hukum keluarga islam di

Pengadilan Agama, lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar

“Mustofa, hlm. 8.

Muhammad Fikri Syuhada, ‘Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah
Putusan Pengadilan Agama’, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3 (2019), hlm.219-36.

*Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2006), hlm. 130.



belakang dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Peradilan
Agama sebelum terbentuknya KHI merujuk pada kitab-kitab figih,
akan tetapi karena kitab figih yang menjadi rujukan terbagi menjadi
beberapa buku maka terjadi persoalan perbedaan pendapat untuk
menetapkan keputusan, dan oleh karenanya juga tidak berhasil
menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama.

Pada tahun 1991 melalui instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
kepada menteri Agama untuk merumuskan pengaturan hukum
Kompilasi Hukum Islam dan Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan
Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22
Juli 1991, yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II
tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan, Setelah
terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan agama dalam
membuat keputusan merujuk pada penganturan dalam KHI , dimana
pengaturan hibah terdapat pada buku ketiga pasal 210 sampai 214,
hibah adalah pemberian harta kekayaan seseorang secara sukarela
dimana pemberi masih hidup saat memberikan hartanya melauli
hibah dan tanpa imbalan, hibah yang telah diberikan tidak dapat
ditarik kembali kecuali tidak memenuhi unsur sahnya hibah dalam

KHI dan hukum Islam.?

"l embaran Negara, Kompilasi Hukum Islam (Indonesia, 2001), hlm. 43.
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah disebut
Schenking yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah
di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima
hibah untuk digunakan sebagai layaknya milik pribadi.'®
3. Hukum Adat

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta
kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-
anaknya pada waktu ia masih hidup. Penghibahan tersebut
dilakukan untuk menghindari terjadinya percekcokan diantara
anak-anaknya yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia.'®
Hibah merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang yang
sering digunakan untuk membagi-bagikan harta sebelum terjadinya
pewarisan, dengan demikian perjanjian juga akan melahirkan hak
dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan, dimana
pihak yang mengadakan perjanjian akan memberikan hibah secara
sukarela tanpa imbalan untuk memberikan kepada yang
dikehendakinya, guna kepentingan dari pemberi hibah, terhadap

siapa ia telah berjanji atau mengikat diri, dengan jaminan berupa

'®Hindia Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor
Indonesie) (Lembaran Negara, 1847).
¥Syuhada, him. 1.
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harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh penerima

hibah.?

Tujuan dalam pelaksanaan hibah di kehidupan masyarakat
Indonesia untuk mengatasi kewarisan yang dilaksanakan pewaris
sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah harta yang dipunyai
orang tua, untuk di bagikan kepada anak-anaknya ketika orang tua
masih hidup, namun hibah yang terjadi sering kali menimbulkan
sengketa yang diakibatkan setelah terjadinya pewarisan, sehinga
tidak sejalan dengan ekspektasi yang diinginkan. Maka dalam
pemberian hibah yang objeknya hak atas tanah selain melaksanakan
peraturan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerinah
juga harus melihat unsur perkembangan hukum sosial di masyarakat
dan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an.

Dapat dikatakan Hibah adalah perbuatan hukum yang bermaksud
memindahkan hak kepemilikan dengan sengaja, tidak dalam keadaan
sakit, ataupun dengan paksaan dan adanya persetujuan untuk
dialihkan kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan atas unsur
kasih sayang, pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih
hidup atas benda/harta yang sudah ada dengan ijab dan gabul, hibah

termasuk perbuatan yang bersifat tunai, kecuali hibah wasiat.?!

®Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2003), him. 2.

21Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- Undang
Pokok Agrari. Isi Dan Pelaksanaannya) (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 333.
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Dalam buku kedua Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf (g) Kompilasi
Hukum Islam yaitu Hibah adalah pemberian suatu benda secara
sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang
masih hidup untuk dimiliki.

Dalam Hukum islam yang diartikan oleh Jumhur Ulama hibah
adalah akad wuntuk memindahkan kepemilikan Lkepada yang
dikehendakinya sebagai unsur tolong menolong dan kasih sayang
pada saat masih hidup dengan sukarela tanpa adanya imbalan.??

Pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik
kembali. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan
perjanjian “dengan cuma-cuma” (bahasa Belanda: “om niet”) dimana
perkataan dengan cuma-cuma itu di tunjukan pada hanya adanya
prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak
memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang
demikian juga dinamakan perjanjian ‘“sepihak” (unilateral) sebagai
lawan dari perjanjian “bertimbal balik” (bilateral).?

Pemberian hibah ini dilakukan sewaktu pemberi hibah masih
hidup. Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta

peninggalan untuk menghindari dari konilik yang terjadi

%2 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), hlm. 82.
Z3R. Subekti, Aneka Perjanjian (Cetakan Kesembilan) (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 1992), him. 94-95.
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dikebanyakan pembagian warisan dikarenakan faktor kelalaian
manusia itu sendiri.?

Dari sisi pelaksanaannya hibah tanah menjadi menarik untuk dikaji
lebih lanjut mengingat perbuatan hukum hibah merupakan suatu
perbuatan yang mendahului proses peralihan hak atas tanah, sebagai
suatu bentuk dari perjanjian, yang mengandung hak untuk penerima
hibah, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta
hibah dan telah melaksanakan berdasarkan peraturan pembuatan akta
hibah maka hibah tersebut sah demi hukum, namun dalam
kejadiannya hibah sering menimbulkan sengketa yang bisa dilihat
dalam pemberian akta hibah yang dibuat oleh pejabat umum yang
berwenang, yang sering kali terjadi ialah tuntutan dari ahli waris
setelah pewaris meninggal kepada penerima hibah. Bahwa Pemeberi
hibah semasa hidupnya menghibahkan Tanah serta bangunannya
kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dan/
sepengetahuan dari calon ahli waris lainnya, sehingga pada saat
pemberi hibah meninggal, ahli waris lainnya merasa dirugikan atas
penghibahan tersebut, hingga terjadi tidak keharmonisan dalam
keluarga, yang mengakibatkan Sengeketa hingga ke meja pengadilan.

Hal ini dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali
Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl, Bapak Sanip dan isterinya Hj.Mutti

selama pernikahannya mempunyai 10 orang anak yaitu:

2*Manan, hlm. 131.
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. Sumarseh binti Sanip

. Hj. Suminem binti Sanip
. H. Sukiman bin Sanip

. Sudiman bin Sanip

. Sutar bin Sanip

. Hj. Supainem binti Sanip
. Sukir bin Sanip

. Sukirman bin Sanip

. Kasmi binti Sanip

10. Sulhana binti Sanip

© 00N O O » WD+

Dalam hal ini masing-masing sebagai pihak dalam perkara semasa
hidupnya bapak Sanip dan isterinya Hj. Mutti tepatnya tahun 2006
pernah membuat akta hibah nomor 973/HB/WN/XI/2006 di kantor
Notaris/PPAT Puspawati, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta
Tanah di Kabupaten Polewali yang objeknya tanah Pekarangan dan
rumah diatasnya seluas 923 M2 yang terletak di Desa Sidodadi,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah
dibalik namakan atas nama Hj. Suminem dengan Hak Milik nomor
549tahun 2006, Hj. Suminem binti Sanip ialah salah satu calon ahli
waris dari 10 anaknya. Pada saat Pelaksanaan Hibah dengan Akta PPAT
di kantor Notaris, pemberi hibah bapak Sanip dan isterinya Hj. Mutti
tidak menyertakan pernyataan persetujuan dari calon ahli waris
lainnya dan pada tahun 2007 bapak sanip meninggal dunia lalu
menyusul juga isterinya pada tahun 2011, tahun 2013 Ahli waris ingin
membicarakan secara kekeluargaan pembagian harta warisan yang

ditinggalkan almarhum bapak sanip dan isterinya almarhumah
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Hj.Mutti akan tetapi tidak berhasil karena Hj. Suminem bini Sanip
memperlihatkan Sertifikat Tanah yang telah dibalik namakan atas
namanya berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh pemberi hibah
semasa hidupnya dalam perkara ini sebagai tergugat 1, bahwa
penggugat yaitu Sumarseh binti Sanip, H. Sukiman bin Sanip, Sudiman
bin Sanip dan Sutar bin Sanip adalah ahli waris dari almarhum Sanip
dan almarhumah Hj. Mutti menerangkan duduk perkara bahwa objek

Akte Hibah nomor. 973/HB/WN/XI/2006 dan balik nama sertifikat
Hak Milik nomor 549, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan sebab tidak memberitahukan kepada para Penggugat dan
para Tergugat turut Tergugat yang sebagai ahli waris yang sah dari
almarhum Sanip dan almarhumah Hj. Mutti.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan
menindak lanjuti dalam bentuk penelitian (Studi Putusan Pengadilan
Agama Polewali Nomor. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl) Sehingga penulis
ingin mengangkat permasalah yang dituangkan ke dalam penulisan
ilmiah yang berjudul “Keabsahan Akta Hibah Hak Atas Tanah
Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari
Calon Ahli Waris Lainnya Perspektif Kompilasi Hukum Islam?”
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor

119/Pdt.G/2018/PA.Pwl).
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B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan

permasalahan yang dapat dibahas dalam tesis ini, adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Keabsahan Akta Hibah Hak Atas

Tanah Kepada Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa
Persetujuan Dari Calon Ahli Waris Lainnya Perspektif Kompilasi
Hukum Islam?

Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim untuk
mengadili Sengketa Akta Hibah Hak atas Tanah Kepada Salah
Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli
Waris Lainnya dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali
Nomor. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl?

Bagaimana Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mencegah
Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Hibah

yang harus ada Persetujuan Calon Ahli Waris?

C. Tujuan Penelitian

a.

Untuk menganalisis pengaturan Hukum Keabsahan Akta Hibah
Hak atas Tanah kepada salah seorang Calon Ahli Waris tanpa
Persetujuan Dari Calon Ahli Waris lainnya Perspektif Kompilasi
Hukum Islam.

Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam

mengadili sengketa Akta Hibah hak atas tanah kepada salah
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seorang Calon Ahli Waris tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli
Waris lainnya dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali
Nomor. 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl.

c. Untuk menganalisis akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) vyang tidak berakibat menimbulkan sengketa

dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis
Sebagai sumbangan pemikiran bagi bidang akademis yaitu
dapat memberikan penyuluhan secara teoritis dalam ilmu
hukum Kenotariatan khususnya terhadap pemberian akta hibah
yang tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, maupun
sebagai bahan literatur belajar mengajar, bahan untuk
penelitian lanjutan bagi penelitian lain dan dapat berguna untuk
memberikan pemikiran bagi masyarakat maupun pemerintah
dalam perkembangan ilmu hukum secara umum terutama di
bidang akta hibah tanpa persetujuan calon ahli waris yang

dibuat oleh Notaris/PPAT.

b. Secara Praktis
1) Untuk Masyarakat Umum dapat memberikan pengetahuan
dalam pelaksanaan akta hibah sebaiknya melampirkan surat

persetujuan dari calon ahli waris lain apabila pemberi hibah
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memiliki anak lebih dari satu agar tidak timbul sengketa
dikemudian hari demi terwujudnya rasa keadilan dan rasa
kekeluargaan antar saudara.

2) Bagi Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan
untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan
akta hibah tanpa persetujuan calon ahli waris. Apabila terjadi
kekosongan hukum maka Undang-Undang, kebiasaan dan
kepatutan akan diminta bantuanya.?®

3) Bagi Kantor/Badan Pertanahan sebagai masukan dalam
klausula akta hibah terhadap peralihan hak atas tanah dapat
dimasukkan persetujuan dari calon ahli waris dan penyataan
hibah tersebut tidak lebih dari 1/3 harta yang dihibahkan. 2°

4) Bagi Notaris/PPAT sebagai masukan untuk menyertakan
pernyataan persetujuan dari calon ahli waris, baik dibuat
secara autentik maupun dibuat dibawah tangan sebagai
pelengkapnya syarat pemberian akta hibah agar tidak

menimbulkan sengketa dikemudian hari.

2’Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku
Kedua (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 157.

%Irma Devita Purnamasari, ‘Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah’,
Hukum Online (Jakarta, 2019) <https://irmadevita.com/2019/peralihan-hak-atas-tanah-
melalui-proses-hibah/>.
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E. Kerangka Teori
Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir
pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang
menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain
dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran
pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang
menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam
penelitian.?’
I. Grand Theory
Teori Keadilan
Penelitian dalam penulisan ini menggunakan Teori Keadilan,
menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah Ketidakadilan dapat terjadi pada
saat seseorang melanggar hak orang lain, maka dari itu tujuan
hukum Islam adalah untuk mewujudkan keadilan dunia akhirat,
Islam mengajarkan seluruh hukum harus mengandung keadilan,
rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai
tersebut, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam oleh
karenanya dalam menetapkan keadilan harus didasarkan pada
ajaran hukum islam.?® Para ahli filsafat hukum islam (ushul figh)

islam memerintahakan kepada setiap manusia untuk berbuat adil

#TM.Solly Lubis, Filsafat lImu Dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 2007), p. 27.
% Tbnu Qayyim Al-Jauziyyah, I’lam Al Muwaqqin’in An Rabbil Alamin (Panduan
Hukum Islam) Jilid IIl (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 5.
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dan menegakkan keadilan, kepada setiap manusia pada setiap
tindakan dan perbuatan yang dilakukan.?®

Dalam konsep Keadilan yang terdapat dalam Al-Qur’an, yang
telah diartikan oleh Quraish Shihab dan Sayyid Qutub, dikatakan
bahwa konsep keadilan itu adalah adil dalam arti sama, adil
didalam arti seimbang, adil di dalam arti perhatian terhadap hak-
hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap yang
berhak menerimanya dan adil didalam arti yang dinisbahkan
kepada Allah SWT.

Dalam Islam perintah berlaku adil tanpa membedakan-
membedakan, harus ditegakkan dalam pemberian kepada calona
ahli waris, bahkan Lkepada orang kafir pun umat Islam
diperintahkan berlaku adil.

Menururt Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada
seorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang
dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih
dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan
hukum juga orang yang tidak adil, karena semua hal yang
didasarkan kepada hukum dianggap sebagai adil jadi, keadilan
adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai

dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan berindak

51.

29 Juhaya S Praja, Teori Hukum Dan Aplikasinya (Jakarta: Pustaka setia, 2011), hlm.
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professional dan tidak melanggar hukum,®® hal tersebut sejalan
dengan konsepsi keadilan dari Hans Kelsen yang menurutnya
perubahan makna konsep keadilan berjalan seiring dengan
kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari bidang
pertimbangan subjektif yang tidak terjamin, dan untuk
menegakkannya atas dasar yang kokoh dari suatu tata sosial
tertentu, keadilan menurut pengertian ini adalah legalitas suatu
peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan pada
semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan
kepada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang
sama. Keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang
berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif
melaikan dengan penerapannya.®!

Orientasi ide keadilan justru mengimplikasikan bahwa setiap
sengketa apapun termasuk sengketa tanah yang timbul harus
diselesaikan dengan berorientasi pada ide keadilan dan bukan
paksaan. Penyelesaian sengketa menuntut dapat menyediakan
cara-cara secara optimal membawa suatu masalah ke suatu

penyelesaian perselisihan berdasarkan ide keadilan.>?

%Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Cetakan Kelima (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2004), hlm. 167.

81Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 25.

82Franz Magnis Suseno, Berfilsafat Dari Konteks (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
1991), him. 214-15.
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II. MIDDLE RANGE THEORY.
a. Teori Hak atas Tanah

Menurut Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj Hukum
Pertanahan dalam studi hukum Islam dikenal dengan “ahkam al-
aradi”. Pada umumnya para fugaha membahas hukum
pertanahan dalam studi pengelolahan harta benda (al-amwal),
dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan
bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT,
sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 42, yang
artinya:

“Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan
kepada Allah lah kembali (semua makhluk).”

Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa
kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini dengan hukum-
hukum sesuai dengan ajran islam, sebagaimana dalam Al-
Qur’an Surat Al-Hadid Ayat 7 yang artinya:

Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasulnya lalu

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah

menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang
beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari
hartanya memperoleh pahala yang besar.

Ayat ini menerangkan bahwa asal asul kepemilikan ialah
milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak mempunyai hak

kecuali memanfaatkan dengan cara yang diridhai oleh Allah

SWT.” Dari berbagai ayat di atas bahwa secara filosofis tidak
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ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur
persoalan tanah, kecuali Hukum Allah (Hukum Islam). Mengatur
pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah
diharamkan oleh Allah sebagai pemiliknya yang hakiki.*®

Menurut Thomas Aquinas Hak-hak Benda (termasuk tanah)
yang mutlak merupakan hak-hak perorangan yang paling
utama. Setiap pelaku pelanggaran dari suatu hak atas tanah
sebagai hak yang mutlak dapat diberikan keleluasaan untuk
menuntut terhadap para pelanggar melalui pengadilan agar
hak-haknya diberikan dengan menuntut penghukuman
pelanggar dari haknya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban,
dipersenjatai dengan putusan hakim dan selanjutnya dapat
menugaskan jurusita untuk melaksanakan suatu putusan hakim
tersebut berdasarkan undang-undang.®*

b Teori Perlindungan Hukum

“Menurut Satijipto Raharjo Perlindungan Hukum memberikan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan
orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.”® Definisi Perlindungan yaitu upaya atau bentuk

33 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996), hlm. 331.

34Sutedi, hlm. 26.

%Satijipto Raharjo, [Imu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), him. 54.



24

pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum
serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi oleh karena
itu pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum
dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan
berkembang dalam aspek kehidupan masyarakat.

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori
perlindungan hukum yaitu, adanya wujud atau bentuk
perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan
objek perlindungan hukum.’® Bentuk perlindungan hukum
secara teoritis dibagi menjadi dua bentuk meliputi yaitu,
perlindungan yang bersifat preventifdan perlindungan refresif,
Perlindungan hukum Preventif merupakan perlindungan hukum
yang sifatnya pencegahan, perlindungan yang memberikan
kesempatan untuk megajukan keberatan atas pendapat sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.
Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa, dalam hal tersebut bentuk perlindungan hukum
terhadap tergugat (penerima hibah) dan penggugat (saudara
kandung penggugat) terhadap hibah yang dibatalkan dengan
memperhatikan perlindungan hukum dan hak-hak para pihak.

Perlindungan hukun refresif berfungsi untuk menyelesaikan

%Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 263.



25

sengketa melalui badan yang menangani perlindungan hukum,
yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dan
instansi yang merupakan lembaga banding administrasi.®

Berdasarkan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang nomor 3
tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang nomor 7
tahun 1989 merupakan kewenangan pengadilan agama
mengenai penyelesaian Sengketa Waris dalam hal ini

pembatalan hibah yang menganut agama islam.

III. APPLIED THEORY
a. Teori Waris.

Waris berasal dari bahasa Arab yakni warotsa yang berarti
pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah
pemiliknya meninggal. Sedangkan harta warisannya dinamakan
pusaka. an-Nawawi dalam  kitab  Minhaj  al-Thalibin
mengemukakan bahwa kewarisan Islam mengatur peralihan
harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih
hidup.® Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan
beberapa macam nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan
beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan seperti,

Faraid, Fiqih Mawaris, dan Hukmal Waris. Pada dasarnya waris

$"Nurbani, hlm. 264.
% Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan
Tafsir Tematik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 10.
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dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, oleh karena
itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya
harus dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini,
pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam sistem
keluarga yang berlaku dalam masyarakat.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai kewarisan yang
diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a
menyebutkan:

“hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang

pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris

(tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli

Waris dan berapa bagian masing-masing.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, dan Mayers
mengatakan bahwa tidak ada hukum warisan dalam arti yang
sebenarnya, jika harta warisan dapat atau tidak dipisahkan dan
yang dapat disebutkan sebagai “Soko Guru” atau sendi pokok
dari hukum waris. Khusus untuk orang Thionghoa dan Eropa
yang tinggal di Indonesia memiliki peraturan tersendiri, bahwa
semua harta warisan pada umumnya harus secepat mungkin
dibagikan terkecuali jika ada persetujuan dari orang-orang
yang memiliki hak atas harta warisan tersebut, maka harta

warisan itu tidak perlu secepetnya dibagi-bagikan dengan

maksud, bilamana seorang ahli waris menggugat atas harta

% Parman, him. 11.
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warisannya di muka persidangan, maka gugatan ini pada
pokoknya harus diterima.

Pendapat Mayers, tiada tempat bagi suatu peraturan hukum
waris dan arti yang sebenarnya (Eigenlijk erfrecht), oleh karena
meninggalnya seseorang bukan barang miliknya yang beralih,
melainkan hal yang mengurus barang itu oleh orang yang masih
hidup, namun garis besarnya warisan meliputi juga peralihan
dan kewajiban dari apa yang ada dalam hak milik atas barang
tersebut.*!

Menurut Soepomo Hukum Waris Islam, merupakan peraturan
yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta
pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang
yang tidak termasuk harta beda dari suatu angkatan manusia
kepada turunannya.*?

b Teori Keabsahan
Menurut Philipus M Hadjon teori Keabsahan ialah tindakan
yang didasarkan pada aspek kewenangan, aspek prosedur, dan
aspek substansi.*®* Aspek kewenangan mensyaratkan setiap

tindakan-tindakan pemerintahan harus bertumpuh pada

kewenangan yang sah (atribusi, delegasi dan mandat), setiap

400emarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2012), hlm. 10-11.

“'Oemarsalim, hlm. 5.

*2Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm.
22.

43 Nurbani, him. 48.
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kewenangan dibatasi oleh isi materi, wilayah dan waktu, apabila
melanggar dari tiga batasan tersebut maka terjadi cacat
kewenangan. Aspek prosedur dari teori keabsahan bertumpuh
pada asas negara hukum dan asas demokrasi. Asas Negara
hukum berkaitan dengan hak-hak dasar manusia dan asas
demokrasi berkaitan dengan asas keterbukaan dalam
menyelesaikan masalah. Aspek substansi menerangkan

kewenangan pemerintah dibatasi secara substansial.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-

konsepkhusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan,

dengan istilah yang akan diteliti dan/ diuraikan dalam karya ilmiah.**
a) Notaris/PPAT
Pejabat umum yang diangkat oleh menteri, bertugas untuk
membuat akta autentik mengenai perjanjian dan perbuatan hukum
mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun yang
dikehendaki pihak-pihak yang berkepentingan.
b) Akta autentik
Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang

berwenang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu

132.

“‘Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), hlm.
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tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau
disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu dalam bentuk-
bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat
dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditempat dimana
akat tersebut dibuat.

c) Persetujuan
“Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian akan menimbulkan
perikatan, Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena
dua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.”*®

d) Ahli Waris
Orang yang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan
perkawinan dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli
waris, berhak mendapatkan bagian atas harta dari orang yang
meninggal dunia.*®

e) Calon Ahli Waris
Orang yang berhak atas harta yang akan ditinggalkan setelah
pewaris meninggal dunia.

f) Sengketa

Suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak

lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan

453 H. M.H Diana Kusumasari, ‘Persetujuan, Perikatan Dan Kontrak’, Hukum Online,
2018 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4e3b8693275c3/perbedaan-
dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak>.

46H Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 97.
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ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan

pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

g) Hibah

h

Pemberian secara cuma-cuma untuk mengalihkan hak dengan
tidak ada ada unsur harga dan ibalan kepada penerima hibah,
hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan tidak ada
paksaan ataupun tekanan.

) Kantor/Badan Pertanahan

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.*’
Pengadilan

Cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah yang timbul
dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau adanya
persengketaan mengenai harta, baik dalam bentuk benda

berwujud maupun benda tidak berwujud, melainkan berupa hak

*Arasy Ayu Setiamy and Etika Deliani, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015

Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (Indonesia: Lembaran Negara, 2019), I, 5-

10.
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dan kewajiban, kedudukan, kehormatan, jabatan adat dan gelar-

gelar lain sebagainya.*®

G. Metode Penelitian

“Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan alat untuk
mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti. Menurut
Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk
menemukan aturan, prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang ada”.*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini
adalah dengan “Metode Penelitian Normatif.” Penelitian normatif
membahas doktrin-doktrin atau asas asas dalam ilmu hukum.
Penelitian Hukum. Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,*
yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data pustaka, membahas

doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum dan segala sumber

*8Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),
hlm. 116.

“peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), hlm. 35.
5o dan Nella Sumika Putri Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, ‘Law
Enforcemen Of The Bandung Regional Regulations On The Orderliness, Cleanliness, and
The Beauty’, Sriwijaya Law Review, Volume 1 E (2017), hlm. 5.
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yang berhubungan dengan penelitian dan mengkaji penerapan
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.%!

Normatif adalah pendekatan pendekatan yang menggunakan
konsepsi Legis Positive, yang mana konsep ini memandang hukum
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan
oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, Lkonsep ini

memandang hukum sebagai suatu sistem yang bersifat mandiri.?

2. Pendekatan Penelitian
a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta
mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan
regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang
diteliti.>®* Maka pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang Legislasi dan regulasi
yang berkaitan dengan permasalahan/isu yang dibahas. Untuk
penelitian maka pendekatan perundang-undangan akan
mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-
undang satu dan undang-undang lainnya atau antara regulasi

dan undang-undang. Dalam hal ini Kitab Undang-Undang

5lSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2012), hlm. 33.

*2Johnny Ibrahim, Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu
Media, 2006), hlm. 295.

%Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Preneda Media Grup, 2005),
him. 11.
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Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Jabatan
Notaris No 2 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.
b) Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Peneliti ini menggunakan pendekatan Hukum Analistis
terhadap bahan hukum agar dapat mengetahui maksud dan
makna yang terkandung di dalam peraturan perundang-
undangan serta menganalisis istilah yang digunakan dalam
aturan perundang-undangan secara konseptual.>*

c) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus ialah mempelajari penerapan norma-

norma hukum posistif dalam peraktik hukum, terutama kasus-

kasus yang telah diputus pengadilan, dipelajari dan dianalisis

$Panggabean, hlm. 267.
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untuk memperoleh gambaran sebagaimana yang dapat
dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang
menjadi fokus penelitian.**Bertujuan untuk menemukan Ratio
Decidendi atau legal Reasoning yaitu pertimbangan pengadilan
untuk sampai keputusan, sebagai referensi penulisan

argumentasi dalam menjawab isu hukum tertentu.*

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian
Sumber bahan Hukum yang dipergunakan antara lain yaitu:

a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari
bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan
permasalahan yang diteliti.®” Yang digunakan adalah
berupa Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Kompilasi Hukum Islam;

2. Al-Qur’an, Ijma’ Ulama dan Ilmu Figh;

3. Kitab undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet
boek Voor Indonesie);

4. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

%Johnny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu
Media, 2005), hlm. 268.

56Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 119 dan 121.

S’ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), hlm. 47.
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan
terhadap bahan-bahan hukum primer seperti:

1. buku-buku ilmiah hukum;

2. Jurnal ilmiah Hukum,;

3. Artikel;

4 Kasus Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor
119/Pdt.G/2018/PA.Pwl atau penemuan lainnya yang
berkaitan dengan kasus ini.

Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen Pribadi

atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam
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bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek
kajian hukum inj.5®

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus ensiklopedia,
majalah, artikel-artikel, surat kabar dan sumber dari website
hukum dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.*®
Guna memberikan keyakinan kuat akan hambatan-hambatan
dari kasus hukum vyang diteliti yang berkaitan dengan

pembatalan akta hibah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan penelitian dalam penulisan ini
dilakukan dengan cara menghimpun peraturan perundang-
undangan, pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya,
dan pendapat Notaris/PPAT, serta merujuk buku-buku referensi
yang terkait dengan Keabsahan Akta Hibah Hak Atas Tanah Kepada
Salah Seorang Calon Ahli Waris Tanpa Persetujuan Dari Calon Ahli
Waris Lainnya Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor

®8Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Galia

Indonesia, 1990), hlm. 24.

52.

%Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2007), hlm.
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119/Pdt.G/2018/PA.Pwl) dan menganalisis dokumen-dokumen serta
mengklasifikasikan dokumen tertulis maupun elektronik, hingga
menjadi bentuk hasil yang sistematis dengan mempergunakan
contents analisys.%

Selanjutnya bahan hukum tersebut di analisis secara
kuantitatif untuk mencari kejelasan maka di dalam pemecahan
permasalahan kemudian data analisis di sempurnakan dan di

deskripsikan hasilnya dalam bentuk kesimpulan.

5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian diolah
dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan
hukum melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan
penelitian dengan penghimpunan, menata, dan memaparkan bahan
penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Pengolahan
bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara

menstrukturkan dan mendeskripsikan bahan hukum tersebut.®!

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian
Bahan yang diperoleh baik dari Kasus Putusan Pengadilan

Agama Polewali Nomor 119/Pdt.G/2018/PA.Pwl maupun studi

80Ibrahim, Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, hlm. 31.
®1Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur lImu Hukum (Bandung: Mandar
Maju, 2000), him. 39.



38

dokumen dan peraturan hukum yang mengatur, merupakan bahan
tataran dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang sudah
terkumpul selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian logis dan
sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian masalah yang untuk menarik suatu kesimpulan dari

permasalahan dalam penelitianya ini.®2

1. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan terhadap bahan penelitian ini
menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif
metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang
bersifat khusus dengan di interaksikan dengan metode induktif
yaitu suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat
khusus dan kongkrit kemudian menuju generalisasi yang bersifat
umum.®® Teori-teori penafsiran analisis bahan hukum normatif-
prespektif juga bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi

temuan hukum baru guna memperoleh jawaban dari permasalahan.

%2Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982), him. 93.

®Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2011),
hlm. 120.
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